
 

 
 
 
 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 7 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

PENGATURAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD NON PNS 
PADA RSUD PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,    

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 

dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu 

mengatur tentang Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS di 
RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 ); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum  (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 2036); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14); 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara Tahun 2008 Nomor 21); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8); 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PENGATURAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD NON PNS 

PADA RSUD PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU 

SUNGAI UTARA. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 
Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai 

Utara. 

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja 

perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat  berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan 
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas. 

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya  disingkat PPK-BLUD 
adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibelitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada 
umumnya. 

7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab 

terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat 
keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan 
nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 
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8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 

9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non 
PNS adalah Pegawai yang bukan berstatus PNS yang dipekerjakan oleh 

SKPD yang menerapkan PPK-BLUD. 

10. Pegawai Kontrak BLUD adalah Pegawai Non PNS yang dipekerjakan dengan 

sistem kontrak dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat 
diperpanjang apabila pegawai tersebut masih diperlukan. 

 

 
BAB II 

PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS  
 

Pasal 2 

 
(1) RSUD dapat mengangkat pegawai Non PNS sesuai kebutuhan pelayanan 

dan kemampuan anggaran, setelah mendapat persetujuan Bupati. 

 
(2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan 

berdasarkan kontrak. 
 
(3) Pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomi dan produktif 
dalam rangka peningkatan pelayanan. 

 
(4) Pembayaran gaji Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibebankan pada Anggaran BLUD-RSUD. 

 
 

BAB III 

KEDUDUKAN DAN STATUS 
 

Pasal 3 
 

Kedudukan Pegawai Non PNS pada RSUD adalah sebagai pegawai Kontrak 

ditempat yang bersangkutan bekerja. 
 

Pasal 4 
 

Pemimpin BLUD dapat mengangkat Pegawai Kontrak BLUD dengan 

persyaratan, hak dan kewajiban yang diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD. 
 
 

BAB IV 
PEMBERHENTIAN  

 
Pasal 5 

 

Pemberhentian Pegawai Non PNS RSUD dilakukan apabila ada pelanggaran 
terhadap persyaratan dan kewajiban serta prinsip-prinsip efisiensi, ekonomi 
dan produktif. 
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BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 

Ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Pegawai BLUD Non 
PNS pada RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara, lebih lanjut 

diatur oleh Pemimpin BLUD. 
 

Pasal 7 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara. 
 

 
 

Ditetapkan di Amuntai 
pada tanggal  15 Pebruari 2016 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 
           CAP/TTD 

 
     H. ABDUL WAHID HK 

 
Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal  15 Pebruari 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN   

HULU SUNGAI UTARA, 
 

             CAP/TTD 

 
H. EDDYAN NOOR IDUR 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2016 NOMOR 7. 

 
 


